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persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di daerah yang bersangkutan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan 

kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan 

Umum Kota Mojokerto Nomor 217/PL.02.2-

BA/3576/2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi 

dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh 

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan 

Umum Kota Mojokerto telah menetapkan Syarat 

Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan 

Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 

2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mojokerto tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan 

Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh 

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6512); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta  Walikota dan Wakil Walikota Tahun  2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

60); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
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Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi 

dan suara sah untuk setiap provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto 

Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan 

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto 

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

MOJOKERTO TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI 

DAN SUARA SAH PERSYARATAN USULAN PASANGAN 

CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

MOJOKERTO OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi Persyaratan 

Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, adalah 

sebanyak 5 kursi, yang diperoleh dari Rumus sebagai 

berikut: 

20% (dua puluh persen) x jumlah kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilu Tahun 2024 

yaitu 20% x 25 Kursi = 5 Kursi.  

KEDUA : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Persyaratan Usulan 

Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan 

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, adalah sebanyak 

21.954 Suara Sah, yang diperoleh dari Rumus sebagai 

berikut: 
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